
BUPATI KEDIRI

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 62 TAHUN 2O2O

TENTANG

PEDOMAN PEI{YELESA]AN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP

PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJAEIAT LAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang:

BUPATI KEDIRI,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Peraturan
Menteri Dalarn Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang
Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap

Pegawai Negeri Bukan Bendal"ara atau Pej abat Lain dan sesuai

Nota Dinas dari Plt. Kepala BPKAD Kabupaten Kediri Nomor

O2a/5221 /41A.57/2OI9 tanggal 20 November 2Ol9 perihal
Pen5rusunan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelesaian

Tuntutan Perbendal.araan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan

dan Barang Milik Daeratr Kabupaten Kediri dan Berita Acara

Nomor O2A/126/4lA.5l/2O2O tanggal 13 Januari 2O2O tentang
Pembahasan Pen5rusunan Peraturan Bupati tentang
Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti
Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan

Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelesaian Tuntutan
Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan
Bendahara atau Pej abat Lain;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2

Tahun 1965 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan

Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3851);

SALINAN
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3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentalg Perbendaharaan

Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4

Nornor 5, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia
Nornor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2O11 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor l5 Tahun 2Ol9 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (l.embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O14 Nornor 244, Tarnbahan krnbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagairnana telah
diubah,beberapa kali teraktrir dengan Undang-Undang
Nornor 9 Tahun 2O15 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubtk Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 56791;

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Iembaran

Negara Republik Indonesia Nornor 56O1);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2O16 tentang Tata'

Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/ Daerah Terhadap

Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pej abat Lafui

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O16 Nomor

L96, Tambahan Lrembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5934);

5. Peraturan Menteri Dalarrr Negeri Nomor 133 Tahun 2018

tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat

Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O19 Nomor

161);
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Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PET\iYELESAIAN

TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI

NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PRIABAT LAIN.

BAI} I

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Bupati ini yang dirnaksud dengan:

1. Kerugian Daeral. adalatr kekurangan uang, surat berharga,

dan barang yarrg nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat
perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

2. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan
yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara
atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan
Kerrrgian Daerah.

3. Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah Pegawai

Aparatur Sipil Negara terrnasuk Calon Pegawai Negeri Sipil
yang bekerj a/ diserahi tugas selain tugas bendahara.

4. Pejabat Lain adalah Pirnpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah serta pirnpinan dan anggota

lembaga nonstruktural yang dibiayai Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah.

5. Lembaga Nonstruktural yang selanjutnya disingkat LNS

adalah lembaga yang dibentuk melalui peraturan
perundang-undarrgan tertentu guna menunjang
pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah serta dibiayai
oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

6. Pihak Yang Merugikan adalah Pegawai Negeri Bukan
Bendahara atau Pejabat l,ain yang berdasarkan hasil
pemeriksaan menimbulkan Kerugian Daerah.

7. Pengampu adalah orang atau badan yang rnernpunyai

tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena

sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalarn

segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.
a. Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena

adanya perbuatan atau peristiwa hukurn, telah menerirna
pelepasan hak atas kepernilikan uang, surat berharga,

dan/ atau barang dari Pihak Yang Merugikan.
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9. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang rnasih hidup
yang rnenggantikan kedudukan pewaris dalam bidang
hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.

10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya

disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada perrrerintah

daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

11. Satuan Kerj a Pengelola Keuangan Daerah yang

selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah
pada pernerintah daerah selaku pengguna

anggaram / pengguna barang, yang juga melaksanakan
pengelolaan keuangan daerah.

12. Pejabat Penyelesaian Kerugian Daeratr yang selanjutnya
disingkat PPKD adalah pejabat yang berwenang untuk
menyele saikan Kerugian Daerah.

13. Tirr Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya

disingkat TPKD adalah tirn yang bertugas memproses
penyelesaian Keru gian Daerah.

14. Majelis Pertirnbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang

selanjutrrya disebut Majelis adalah para pejabat /pegawai
yang ditunjuk dan ditetapkan oleh bupati untuk
menyampaikan pertirnbangan dan pendapat penyelesaian

Kerugian Daerah.

15. Surat Keterangan Tanggung Jawab Muflak yang

selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan

dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat l,ain,
yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan

bahwa Kerugian Daerah menjadi tanggung jawabnya dan
bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud.

16. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian
Sementara yang selanjutnya disingkat SKP2KS adalah
surat yang dibuat oleh Bupati / Kepala SKPKD dalam hal
SKTJM tidak mungkin diperoleh.

17. Surat Keputu san Pembebanan Penggantian Kerugian yang

selanjutnya disingkat SKP2K adalal. surat keputusan
yang ditetapkan oleh Bupati yang melrrpunyai kekuatan
hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian
Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau
Pejabat Lain.
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r8.

19.

20-

Tfrnai adalah pembayaran yang dilakukan sekaligus/
lunas.
Dewan Perwakilan RakJiat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan ra\rat daerah
yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara
Pem erin tah an Daerah.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutrya disingkat APBD adalah adalah rencana
keuangan tahunarr Daerah yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

BAB II

KEWENANGAN PEI{YELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Bagtan Kesatu
Pejabat Penyele saian Kerugian Daerah

Pasal 2

Bupati sebagai PPKD berwenang untuk menyelesaikan
Kerugian Daerah yang dilakukan oleh pirnpinan dan anggota
DPRD, pirnpinan dan anggota lembaga nonstruldural, serta
Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan pemerintah
daerah kabupaten.

Pasal 3
(1) PPKD sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 2 mempunyai

tugas dan wewenang:

a. melakukan pernantauan penyelesaian Kerugian Daerah;
b. rrembentuk dan menetapkan TPKD;

c. menyetujui atau menolak laporan hasil pemeriksaan
TPKD;

d. memberitatrukan indikasi Kerugian Daerah kepada
Badan Pemeriksa Keuangan;

e. membentuk dan rnenetapkan Majelis;
f. menetapkan SKP2KS;
g. menetapkan SKP2K; dan
h. rnelakukan pembebasan atau penghapusan penggantian

Kerugian Daerah.
(2) Tugas dan wewenang PPKD sebagairrrana dirnaksud pada

ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala SKPKD selaku
bendahara r.lrnurn daerah kecuali tugas dan wewenang
sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf g, dan
huruf h.



(31 Pelaksanaan tugas dan wewenang Kepala SKPKD sebagai
bendahara umum daerah sebagairnana dirnaksud pada
ayat (2), tidak berlaku apabila Kerugian Daerah dilakukan
oleh Kepala SKPKD.

Bagran Kedua
Tirn Penyele saian Kerugian Daerah

Pasal 4
(1) PPKD rnembentuk TPKD untuk menyelesaikan tuntutan

Kerugian Daerah.
(2) TPKD sebagairnana dirrraksud pada ayat (1), rnemiliki tugas

dan wewenang:

a. menJrusun kronologis terjadinya Kerugian Daerah;
b. rnengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian

Daerah;

c. menghitung jumlah Kerugian Daeral. ;

d. menginventarisasi harta kekayaan n lik Pegawai Negeri

Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat
dljadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian
Daerah; dan

e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang

membentuk.
(3) TPKD sebagairnana dimaksud pada ayat (1), terdiri ata.s

pejabat pada unit SKPD yang rnelaksanakan fungsi di
bidang pengawasan sebagai ketua TPKD, pejabat pada
SKPKD sebagai anggota, dan pejabat terkait lainnya sesuai

dengan kebutuhan.
Pasal 5

(1) TPKD mernbentuk sekretariat TPKD untuk membantu
pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dirnaksud
dalam Pasal 4 ayat (2).

(2) Selcetariat TPKD sebagairnana dirnaksud pada ayat (1),

dilaksanakan oletr unit SKPD yang melaksanakan fungsi di
bidang pengawasan.

Begran Ketiga
Majelis
Pasal 6

(l) PPKD membentuk Ma$elis untuk melakukan penyelesaian

Kerugian Daerah.

6
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(2) Penyelesaian Kerugian Daeral. sebagairnana dimaksud pada

ayat ( 1), meliputi:
a. bukan disebabkan perbuatan melanggar hukurn atau

lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat

l,ain;
b. pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh

Hak/AhU Waris dinyatakan wanprestasi atas

penyelesaiarr Kerugian Daerah yang telah dikeluarkan
SKTJM; atau

c. penerirnaan atau keberatan Pihak Yang

Merugikan/Pengampu/Yang Mernperoleh Hak/Ahli
Waris atas penerbitan SKP2KS.

(3) Majelis sebagairnana dirnaksud pada ayat (1), ditetapkan

dengan keputusan Kepala Daerah setiap tahun.
(4) Anggota Majelis sebagairnana dirnaksud pada ayat (1),

berjumlah 3 (tiga) atau 5 (lirna) orang terdiri atas Seloetaris

Daerah, Inspektur, dan Pej abat Lain yang diperlukan sesuai

dengan keahliannya.

Pasal 7

(1) Majelis sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 6 ayat (1),

mempunyai tugas memeriksa dan mernberikan

pertirrrbangan kepada PPKD yang dilaksanakan melalui

sidang.

(2) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah

sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 6 ayat (2) huruf a,

mempunyai tugas dan wewenang:

a. memeriksa dan mewawancarai pihak yang

Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli
Waris dan / atau pihak yang mengetahui terjadinya

Kerugian Daerah;

b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang

memiiiki keahlian tertentu;

c. memeriksa bukti yang disampaikan;

d. rnelalui PPKD dapat merninta TPKD untuk melakukan

pemeriksaan ulang;

e. rrenyetujui atau tidak menyetujui laporan hasil

pemeriksaan ulang oleh TPKD;



f. rnemberikan perLimbangan penghapusan atas uang,

surat berharga, dan/ atau barang milik daerah;

g. melaporkan hasil sidang kepada PPKD; dan
h. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam

p enyelesaian Kerugian Daerah.

(3) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah

sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b,

mempunyai tugas dan wewenang:

a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang
jarninan;

b. memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian

Daerah kepada instansi yang menangani penguru san

piutang negara/ daerah ;

c. memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan

d. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam

p enyelesaian Kerugian Daerah.

[4) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah

sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c,

mempunyai tugas dan wewenang:

a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKD;

b. merneriksa laporan mengenai alasan tidak dapat

diperolehnya SKTJM;

c. menolak seluruhnya, menerirna seluruhnya, menerirna /
rnenolak sebagian keberatan dari Pihak Yang Merugikan

/Pengampu / Yang Memperoleh Hak / Ahli Waris;

d. merneriksa bukti;
e. memeriksa dan meminta keterangan pihak yang

Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahfi
Waris dan/ atau pihak yang mengetahui terjadinya

Kerugian Daeratr;

f. meminta keterangan /pendapat dari narasurnber yang

merriliki keahlian tertentu ;

g. melalui PPKD dapat merninta TPKD untuk melakukan
pemeriksaan ulang;

h. memberikan pertirnbangan pembebasan penggantian

Kerugian Daerah;

i. memberikan pertirnbangan penghapusan atas uang,

surat berharga, datt / atau barang milik daerah;

j. memutu skan pertirnbangan penerbitan SKP2K; dan

8
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k. melaksanakan hal lain yang diperlukan
penyele saian Kerugian Daerah.

untuk

Pasal 8

(1) Untuk membantu tugas M4jelis sebagairnana dirnaksud
dalam Pasal 7 ayat (1) dibentuk Selsetariat Majelis.

(2) Selaetariat Maj elis sebagairnana dimaksud pada ayat (1),

dilaksanakan oleh unit kerja pada SKPKD.

BAB III

INFORMASI DAN PELAPORAN HASIL VERIFIKASI

KERUGIAN DAERAH

Began Kesatu

Informasi Kerugian Daerah

Pasal 9
(1) Informasi terjadinya Kerugian Daerah bersumber dari:

a. Hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan
langsung;

b. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
c. pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;

d. laporan tertulis yang bersangkutan;
e. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung

jawab;

f. perhitun garr ex officio; dan/ atau
g. pelapor secara tertulis.

(2) PPKD w4jib menindaklanjuti setiap informasi terjadinya
Kerugian Daerah dengan didahului verifikasi informasi.

Bagran Kedua

Verifikasi Informasi

Pasal 1O

Verifikasi setiap informasi Kerugian Daeral. selagaiman€r
dirrraksud dalam Pasal 9 ayat (21 untuk memastikan indikasi
Kerugian Daerah.

Pasal 11

(1) Verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah yang

melibatkan Pegawai Negeri Bukan Bendal.ara di
lingkungan SKPD dilaksanakan oleh Kepala SKPD.



10

(2) Dalam hal inforrnasi Kerugian Daerah rnelibatkan pirnpinan

dan anggota DPRD, verifkasi atas setiap informasi Kerugian

Daerah dilaksanakan oleh selcetaris DPRD.

(3) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan kepala
SKPD / Kepala SKPKD, verifikasi atas setiap informasi
Kerugian Daerall dilaksanakan oleh Selcetaris Daerah.

(a) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan
Selrretaris Daerah, verifikasi atas inforrnasi Kerugian

Daerah dilaksanakan oleh Kepala Daerah.
(5) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan pirnpinan

dan anggota lembaga nonstruktural yang dibiayai APBD,

verifrkasi atas setiap inforrrrasi Kerugian Daerah

dilaksanakan oleh kepala sekretariat lernbaga

nonstrulrtural.

Bagian Ketiga

Pelaporan Hasil Verifikasi

Pasal 12

(1) Hasil verifikasi atas indikasi Kerugian Daerah sebagaimana
dirnaksud dalarn Pasal 11 dilaporkan kepada Kepala

Daerah paling larna 4 (empat) hari kerja sej ak diterimanya
informasi terj adinya Kerugian Daerah.

(2) Berdasarkan laporan sebagairnana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Daera.L memberitahukan kepada Badan

Perneriksa Keuangan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah

diterirnanya laporam.

BAB IV

PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu

Pemeriksaan Kerugian Daeral. Oleh Tirn

Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 13

(1) Dalam hal terdapat indikasi Kerugian Daeratr sesuai dengan

laporan hasil verifkasi sebagairnana dirnaksud dalam Pasal

12 ayat (1), PPKD membentuk TPKD paling lama 7 (tujuh)

hari kerJ'a sej ak diterirnanya laporan.
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(2) TPKD sebagairnana dirrraksud pada ayat (1), menyelesaikan

pemeriksaan Kerugian Daeral. paling larna 7 (tujuh) hari
kerl'a sejak dibentuk.

Pasal 14

(1) TPKD dapat meminta pertirnbangan tenaga ahli untuk
menghitung nilai Kerrgian Daerah.

(2) Tenaga ahli sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), berasal

dari instansi pernerintah atau nonpernerintah yang

memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 15

(1) TPKD menyampaikan hasil pemeriksaan sementara

Kerugian Daerah kepada Pihak Yang

Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris

paling lama 2 (dua) hari kerja setelah penugasan

pemeriksaan berakhir.
(2) Pihak Yang Merugikan / Pengampu /Yang Memperoleh

Hak/AhU Waris dapat memberikan tanggapan terhadap

hasil pemeriksaan sementara Kerugian Daerah

sebagairnana dirnaksud pada ayat (1), dengan dilampiri

dokumen pendukung.

(3) Tanggapan sebagairnana dirrraksud pada ayat (21,

disampaikan kepada TPKD pating lama 14 (empat belas)

hari kerja sejak surat hasil perneriksaan sementara

disampaikan.

Pasal 16

(1) TPKD memberikan jawaban paling larna 2 (dua) hari kerl'a

sejak tanggapan sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 15

ayat (3) diterirna.

l2l Dalam hal tanggapan sebagairnana dimaksud pada ayat (1)

disetujui, TPKD memperbaiki hasil pemeriksaan '

(3) Dalam hal tanggapan sebagairnana dirnaksud pada ayat (1)

ditolak, TPKD melarrrpirkan tanggapan Pihak Yang

Merugikan,/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris

dalam hasil perneriksaan.
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(4) Dalam hal tanggapan sebagairnana dimaksud dalam Pasal

15 ayat (3) tidak diterima oleh TPKD sampai dengan batas
waktu yang ditentukan, dianggap tidak ada keberatan atas
hasil pemeriksaan.

(5) TPKD menJrusun laporan hasil pemeriksaan dengan
memperhatikan tanggapan sebagairnana dirnaksud pada
ayat (2) sampai dengan ayat (4).

(6) Laporan hasil pemeriksaan sebagairnana dirnaksud pada
ayat (5) disampaikan kepada PPKD paling lama 3 (tiga) hari
kerja sejak diteri:rranya tanggapan.

Pasal 17
(l) Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah berupa

pernyataan bahwa kekurangan uang, surat berharga
dan / atau barang milik daerah disebabkan oleh:

a. perbuatan melanggar hukum atau lalai; atau
b. bukan perbuatan melanggar hukum atau tidak lalai.

(2) Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah yarrg

disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai
sebagairrrana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling
sedikit memuat:
a. dasar penugasan TPKD;

b. pihak yang bertanggung jawab atas tedadinya Kerugian
Daerah;

c. kategori perbuatan yang mengakibatkan Kerugian

Daerah yaitu perbuatan melanggar hukum atau lalai;
d. jenis obyek Kerugian Daerah;
e. jumlah Kerugian Daerah;
f. rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
g. kesimpulan.

(3) Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah yang
disebabkan bukan perbuatan melanggar hukum atau tjdak
lalai sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) huruf b, paling
sedikit nlemuat:
a. dasar penugasan TPKD;

b. jenis obyek kekurang€m uang, surat berharga, dan/ atau
barang;

c. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau
barang;

d. rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
e. kesirapulan.
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Pa-sal 18
(l) Berdasarkan laporan trasil pemeriksaan yang disarnpaikan

oleh TPKD, PPKD atau Kepala SKPKD rnemberikan
pendapat atas laporan hasil pemeriksaan.

(2) Pendapat sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) meliputi:
a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau
b. menolak laporan hasil perneriksaan.

(3) Dafam hal Kepala SKPKD rnenyetujui laporan hasil
pemeriksaan sebagairrrana dirnaksud pada ayat (2) huruf a,

Kepala SKPKD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan

ke PPKD paling lanna 2 (dua) hari kerja.
(a) Dalam hal PPKD atau Kepala SKPKD menolak laporan hasil

pemeriksaan sebagairrrana dirnaksud pada ayat (2) huruf b,

dilakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang ditolak
paling lama 3 (tiga) hari kerja.

(5) Laporan hasil pemeriksaan ulang sebagairrrana dimaksud
pada ayat (4), disanpaikan kembali kepada PPKD atau

Kepala SKPKD.

Bagran Kedua

Penyelesaian Kerugian Daerah dengan Penerbitan Surat
Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

Pasal 19

(1) Dalam hal PPKD atau Kepala SKPKD menyetujui laporan
hasil pemeriksaan sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 18

ayat (2) huruf a, PPKD atau Kepala SKPKD segera

menugaskan TPKD untuk melakukan penuntutan
penggantian Kerugian Daerah kepada Pihak Yang

Merugikan.
(2) Dafam haf Pihak Yang Merugikan sebagaimana dirnaksud

pada ayat (1) berada dalam pengampuan, melarikan diri,
atau meninggal dunia, penggantian Kerugian Daerah beralih
kepada Pengampu /Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

(3) Dalam penuntutan sebagairnana dirnaksud pada ayat (1),

penggantian Kerugian Daerah, TPKD mengupayakan surat
pernyataan kesanggupan dan/ atau pengakuan Pitrak Yang

Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris

bahwa kerugian tersebut rnenjadi tanggung jawabnya dan

bersedia mengganti Kerugian Daerah dalam bentuk
SKTJM.
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(4) koses penuntutan penggantian Kerugian Daerah dalam

bentuk SKTJM sebagairnana dirnaksud pada ayat (3),

paling larna 3 (tiga) hari kerja sejak diterirnanya surat
penugasan.

(5) SKTJM sebagairnana rlirnaksud pada ayat (3), paling sedikit
memuat:
a. Identitas Pihak yang Merugikan / Pengampu / Yang

Memperoleh Hak/ Ahli Waris;

b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;

c. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah;

d. pernyataan penyerahan barang jaminan; dan

e. pernyataan dari Pihak yang Merrgikan/ Pengarnpu /
Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris bahwa pernyataal
mereka tidak dapat ditarik kembali.

(6) Pernyataan penyerahan barang j a:ninan sebagaimana

dirnaksud pada ayat (5) huruf d disertai dengan:

a. daftar barang yang menjadi jaminan;

b. bukti kepemilikan yang sah atas barang yang

dijarninkan; dan

c. surat kuasa rnenjual.

Pasal 20

(U SKTJM sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 19 ayat (5)

yang ditandatangani oleh Pihak Yang

Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris

tidak dapat ditarik kembali.
(2) Dafam rangka penggantian Kerugian Daerah sesuai dengan

SKTJM, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang
Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menjual barang yang

telah terdaftar dalam daftar barang yang menjadi jarrinan
sebagairnans rlirn6ftsqd dalarn Pasal 19 ayat (6) huruf a
setelah rnendapat persetujuan dan di bawah pengawasan

PPKD.

Pasal 21
(1) Pihak Yang Merugikan/ Pengampu /Yang Memperoleh

Hak/Ahli Waris melakukan penggantian Kerugian Daerah

berdasarkan SKTJM sebagairnana dirnaksud dalam Pasal

19 ayat (5).
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(2) Penggantian Kerugian Daerah sebagairnsla dirnaksud pada

ayat (1) diiakukan secara T\rnai atau angsuran.

PasaT 22
(i) Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat perbuatan

melanggar hukum, Pihak Yang Merugikan /
Pengampu/Yang Mernperoleh Hak/Ahli Waris wajib
mengganti Kerugian Daerah paling lama 90 (serrbilan
puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani.

(2) Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat kelalaian,
Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoletr

Hak/AhU Waris wajib mengganti Kerugian Daerah paling
lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM

ditandatangani.

Pasal 23
(1) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang

Memperoleh Hak/Ahli Waris Kerugian Daerah akibat
kelalaian mengajukan perpanjangan waktu, Kepala Daerah

sesuai dengan kewenangan dapat rnenetapkan jangka

waktu selain sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 22 ayat

{2).
(2) Perpanjangan waktu sebagairnana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.
(3) Pengajuan perpanjangan wal<tu sebagaimana dirrraksud

pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Daerah melalui
kepala SKPKD selaku pejabat yang diberi kewenangan
PPKD paling lama 1 (satu) bulan sebelurn jatuh tempo
berakhir.

(4) Kepala SKPKD mernberikan pertirnbangan kepada Kepala

Daerah berdasarkan permohonan perpanj angan waktu
sebagairnana dirnaksud pada ayat (3), paling lama 5 (lirna)

hari kerja setelah pengajuan perpanjangan waktu diterirna.

Pasal 24

Perpanjangan jangl<a waktu yang melebihi ketentuan
sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 23 ayat (1) meliputi:
a. keadaan kahar;
b. sakit yang membutuhkan perawatan intensif yang

dibuktikan dengan surat keterangan dokter/rumah sakit;
dan
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c kondisi ekonorni tidak ma:rrpu yang dibuktikan dengan

surat keterangan dari instansi terkait.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Kerugian Daerah dengan Penerbitan Surat
Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara

Pasal 25
(1) Dalam hal SKTJM sebagaimana di:rraksud dalarn Pasal 19

ayat (3) tidak dapat diperoleh, TPKD segera menyampaikan

laporan kepada PPKD atau Kepala SKPKD.

(2) PPKD atau Kepala SKPKD menerbitkan SKP2KS paling larna

7 (tujuh) hari kerja setelah menerirrra laporan sebagairnana

dirraksud pada ayat ( 1).

(3) SKP2KS sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) paling sedikit
memuat:
a. Identitas Pihak Yang Merugikan/ Pengampu /Yang

Memperoleh Hak/Ahli Waris;

b. perintah untuk mengganti Kerugian Daerah;

c. jumlah Kerugian Daerah yang haru s dibayar;

d. cara dan jangka waktu pembayararr Kerugian Daerah;

dan
e. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang

Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli
Waris yang dapat dijadikan jaminan.

Pasal 26
(1) PPKD atau Kepala SKPKD menyampaikan SKP2KS kepada

Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh

Hak/Ahli Waris paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak SKP2KS

ditandatangani.
(2) Penyampaian SKP2KS sebagairnana dirnaksud pada ayat

(1), dibuktikan dengan tanda terirna dari Pihak Yang

Merugikan / Pengampu / Yang Memperoleh Hak / Ahli Waris.

(3) PPKD atau Kepala SKPKD mernbuat berita acara, dalam hal
Pihak Yang Merugikan/Pengarrpu/Yang Memperoleh

Hak/AhU Waris tidak bersedia rnenandatamgani tanda
terirna.
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Pasal 27

Penggantian Kerugian Daerah berdasarkan penerbitan SKP2KS

dibayarkan secara Tunai paling lama 9O (sembilan puluh) hari
sejak diterbitkannya SKP2KS.

Pasal 28

(1) SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan

sita jarninan.

(21 Pengqjuan pelaksanaan sita jarrrinan sebagairnana

dirnaksud pada ayat (1), diajukan oleh Kepala Daerah

kepada instansi yang berwenang.

(3) Pelaksanaan sita jaminan dilakukan oleh instansi yang

berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

(U Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh

Hak/Ahli Waris dapat menerirna atau mengajukan

keberatan SKP2KS paling lama 14 (empat belas) hari kerja
sejak diterirnanya SKP2KS.

l2l Keberatan sebagairnana dirrraksud pada ayat (1),

disampaikan secara tertulis kepada PPKD atau Kepala

SKPKD dengan disertai bukti.
(3) Pengajuan keberatan sebagairnana dirnaksud pada ayat

(1), tidak menunda kewqjiban Pihak Yang

Merugikan/Pengampu,/Yang Mernperoleh Hak/Ahli Waris

untuk mengganti Kerugian Daerah.

(4) Berita acara sebagairnana dirnaksud pada ayat (3),

ditandatangani oleh ketua TPKD dan PPKD atau Kepala

SKPKD dengan memuat keterangan Pihak Yang

Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris

tidak bersedia rnenandatangani tanda terirna setelal-

SKP2KS disampaikart.
(5) Berita acara sebagairnana dirnaksud pada ayat (41,

disampaikan oleh PPKD atau Kepala SKPKD kepada Majelis

sebagai p ertimbangan dalam sidang.



Bagtan Keem,at
Penyelesaian Kerugian Daerah Melalui Majelis

Pasal 3O

Mekanisme penyelesaian Kerugian Daerah melalui Mqjelis

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
Pasal 31

(1) Dalam hal berdasarkan sidang Kerugian Daerah keberatan
Pihak Yang Merugikan/Pengarrrpu/Yang Memperoleh
Hak/AhU Waris atas penerbitan SKP2KS diterirna
seluruhnya, Ma$elis memberikan pertirnbangan kepada
PPKD untuk rnelakukan:
a. pembebasan penggantian Kerugian Daerah;

b. penghapusan:

1. uang, surat berharga, dan /atau barang miLik daerah
yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri

Bukan Bendahara atau pejabat lain; dan/ atau
2. uang dan/ atau barang bukan milik daerah yang

berada dalarn penguasaan Pegawai Negeri Bukan
Bendahara atau Pejabat L,ain yang digunakan dalam
penyelenggaraan tugas pemerintahan.

l2l Berdasarkan pertirnbangan sebagairnana dirnaksud pada

ayat (1) hurufa, PPKD:

a. Menetapkan keputusan pembebasan tanggung jawab

atas Kerugian Daerah.

b. mengusulkan penghapusan:

1. uang, surat berharga, dan/ atau barang rnil,ik daerah
yang berada dala:n penguasaan Pegawai Negeri

Bukan Bendahara atau pejabat Lain; dan/ atau
2. uang dan/ atau barang bukan milik daerah yang

berada dalam penguas€ran Pegawai Negeri Bukan
Bendahara atau Pej abat L,ain yang digunakan dalam
penyelenggaraan tugas pemerintahan.

(3) Keputusan pembebasan tanggung jawab atas Kerugian

Daerah sebagairnana dirnaksud pada ayat (2) huruf a,

paling sedikit rnernuat:

a. identitas Pihak Yang Merugikan / Pengarnpu /Yang
Mernperoleh Hak/Ahfi Waris yang dibebaskan dari
Kerugian Daerah;

18
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b. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/ atau

barang milik daerah yang berada dalarn penguasaan

Pegawai Negeri Bukan Bendal.ara atau Pejabat Lain

dan / atau uang dan/ atau barang bukan rnilik daerah

yang berada dalam penguasa€rn Pegawai Negeri Bukan

Bendatrara atau Pejabat l,ain yang digunakan dalam
p enyelenggaraan tugas pemerintahan; dan

c. pernyataan bal-wa telah terjadi kekurangan:

l) uang, surat berharga, dan/ atau barang rnifik daerah

yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri

Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/ atau

2) uang dan/ atau barang bukan milik daerah yang

berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan

Bendahara atau Pejabat l,ain yang digunakan dalam

penyelenggaraan tugas pemerintahan, bukan

disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai

(4) Ketentuan tata cara penghapu san sebagairnana dirnaksud

pada ayat (2) huruf b, diatur sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

PPKD berdasarkan pertirnbangan Mqjelis menerbitkan SKP2K

paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis

menetapkan putus€rn hasil sidang.

Pasal 33

(i) SKP2K sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 32

disampaikan kepada:

a. Badan Pemeriksa Keuangan;

b. Majelis; dan

c. Pihak Yang Merugikan r/ Pengampu r/ Yang Mernperoleh

HaklAhli Waris.

(21 Dokumen SKP2K sebagairnana dirnaksud pada ayat (1)'

disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak

ditetapkan.
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BAB V

PENENTUAN NILAI KERUGIAN DAERAH

Pasal 34
(1) Dalam rangla penyelesaian Kerugian Daerah, dilakukan

penentuan nilai atas berkurangnya:
a. barang rnilik daerah yarrg berada dalarn penguasaan

Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pej abat Lain;

dan/atau
b. barang bukan rnifik daerah yang berada dalam

penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau
Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan

tugas pernerintahan.
(2) Penentuan nilai sebagairrrana dirnaksud pada ayat (1),

didasarkan pada:

a. nilai buku; atau
b. nilai wajar atas barang yang sejenis.

(3) Dalam hal nilai buku atau nilai wajar dapat ditentukan,
nilai barang yang digunakan adalah nilai yang paling tinggr
di antara kedua nilai tersebut.

Pasal 35
(1) TPKD dapat meminta pertirrrbangan dari pihak yang

memiliki kompetensi untuk menghitung nilai wajar suatu
barang milik daerah.

(21 Pihak yang merniliki kornpetensi sebagairnana dirnaksud
pada ayat (1), berasal dari instansi pemerintahan atau
nonpemerintah yang memiliki kompetensi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36
Dalam hal barang milik daerah telah diasuransikan, nilai
Kerugian Daerah dihitung berdasarkan selisih antara nilai
waj ar atau nilai buku dengan nilai yang ditanggung pihak
asuransl.

Pasal 37
(1) Setiap kekurangan uang, surat berharga, atau barang

milik daerah akibat perbuatan melanggar hukum atau lalai
yang sudah ditentukan nilai Kerugian Daerah, PPKD

melakukan pengakuan pembebanan Kerugian Daerah.



2L

BAB VI

PENAGIHAN DAN PEI{YETORAN

Bagian Kesatu

Penaglhan

Pasal 38
(1) Kepala SKPKD melaksanakan penagihan atas penyelesaian

Kerugian Daerah kepada Pihak Yang

Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
(2) Penagihan sebagai:rrana dimaksud pada ayat (1)

berdasarkan SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K yang dilakukan
dengan surat penagihan.

(3) Surat penagil.an sebagairnana dirnaksud pada ayat (2),

diterbitkan oleh Kepala SKPKD paling lar:ra 7 (tujuh) hari
kerja sejak SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K ditetapkan.

(4) Surat penagihan yang didasarkan pada SKP2KS

sebagairnana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit
memuat:
a. identitas Pihak Yang Merugikan/ Pengampu /Yang

Memperoletr Hak/Ahfi Waris;

b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar sesuai

dengan jumlah dan jangt<a waktu yang ditetapkan
dalam SKP2KS;

c. tata cara pernbayaran; dan
d. tanggal jatuh tempo pembayaran.

(5) Surat penagihan yang didasarkan pada SKTJM dan SKP2K

sebagairnana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit
memuat:
a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu /Yang

Memperoleh Hak/AhU Waris;

b. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai

dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan
dalam SKTJM atau SKP2KS;

c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar sesuai

dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan
dalam SKP2K;

(2) Pengakuan pembebanan Kerugian Daerall sebagaimana

dirnaksud pada ayat (1), berdasarkan dokumen SKTJM,

SKP2KS atau SKP2K.
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d. tata cara pembayaran; dan

e. tanggal jatuh ternpo pembayaran.

(6) Surat penagihan sebagairnana pada ayat (3), disampaikan

kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang

Memperoleh Hak/ Ahli Waris paling lanna 2 (dua) hari kerja
setelah surat penagihan diterbitkan.

Pasal 39

(1) Penerbitan surat penegrhan atas penyelesaian Kerugian

Daerah yang berdasarkan dokumen SKTJM sesuai dengan
j angka waktu yang tertuang dalam SKTJM.

(2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang

Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu
pembayaran sebagairnana yang tertuang dalam SKTJM

belum memenuhi kewajibannya, kepala SKPKD memberikan

surat teguran tertulis.

Pasal 4O

(1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39

ayat {2l', dilakukan secara bertahap dirnulai dengan

diterbitkannya surat peringatan pertama, dan peringatan

kedua.
(2) Peringatan pertama sebagaimana dirnaksud pada ayat (1),

disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/ Pengampu /
Yang Memperoleh Hak/ AhU Waris paling lama 7 (tujuh)

hari kalender sejak batas walrtu pernbayaran sebagairnana

tercantum dalam SKTJM.

(3) Dafam hal Pihak Yang Merugikan / Pengampu /Yang
Memperoleh Hak/AhU Waris belurn memenuhi
kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender

sebagairnana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan

kedua.

(a) Dalar hal Pihak Yang Merugikan,/ Pengampu / Yang

Memperoleh Hak/ Ahli Waris belum memenuhi

kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender

sebagairnana dirnaksud pada ayat (3), menjadi dasar
pernyataan wanprestasi untuk selanjutrrya penyelesaiannya

diproses penerbitan SKP2K oleh Majelis.
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Pasal 41
(1) Penerbitan surat penegihan atas penyelesaian Kerugian

Daerah yang berdasarkan dokumen SKP2KS sesuai
dengan jangfua waktu yang tertuang dalam SKP2KS.

(2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengarnpu/Yang
Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas walchr
pembayaran sebagai:nana tercantum dalam SKP2KS

belum memenuhi kewajibannya, kepala SKPKD memberikan
teguran tertulis.

(3) Dalam hal SKP2K ditetapkan sebelum batas walrtu
pembayaran sebagairnarla tercantum dalam SKP2KS,

penyelesaian Kerugian Daerah mengikuti sebagairnana
tercantum dalam SKP2K.

Pasal 42
(1) Teguran tertulis sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 41

ayat (2), dilakukan secara bertahap dengan diterbitkannya
surat peringatan pertama dan peringatan kedua.

(2) Peringatan pertarna sebagaimana dirnaksud pada ayat (1),

disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan /
Pengampu /Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling larna 7
(tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran
sebagairnana tercanturn dalam SKP2KS.

(3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/ Pengarnpu /Yang
Memperoleh Hak/AhU Waris belum memenuhi
kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender
sebagairnana dirnaksud pada ayat (2), diberikan peringatan
kedua.

(a) Dalam haf Pihak Yang Merugikan / Pengarnpu /Yang
Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti Kerugian
Daerah setelah 7 (tujuh) hari kalender sebagairnana

dirnaksud pada ayat (3), menjadi dasar pertirnbangan
keputusan Majelis.

Pasal 43
(1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian

Daerah yang berdasarkan dokumen SKP2K sesuai dengan
jangka waktu yang tertuang dalarn SKP2K.
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(2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan / Pengarnpu /Yang
Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu
pembayaran sebagairnana tercanturn dalam SKP2K belum
memenuhi kewajibannya, kepala SKPKD mernberikan surat
tegura.rr tertulis.

Pasal 44
(1) Teguran tertulis sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 43

ayat (2), dilakukan secara bertahap dengan diterbitkannya
surat peringatan kesatu dan peringatarr kedua.

l2l Peringatan pertama sebagairnana dirnaksud pada ayat (1),

disampaikankepada PihakYangMerugikan/ Pengampu/Yang

Memperoleh Hak/Ahli Waris paling larna 7 (tujuh) hari
kalender sejak batas waktu pembayaran sebagairnana

tercantum dalam SKP2K.

(3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan / Pengarnpu /Yang
Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenutri

kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender

sebagaimana dirnaksud pada ayat (2), diberikan peringatan

kedua.
(4) Dalam haI Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang

Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti Kerugian

Daerah setelah 7 (tujuh) hari kalender sebagairnana

dirnaksud pada ayat (3), Kepala Daerah menyerahkan
penyelesaian Kerugian Daerah kepada instansi yang

menangani piutang negara di wilayahnya.

Bagr an Kedua

Penyetoran

Pasal 45

11) Pihak Yang Merugikan/ Penga:rrpu /Yang Mernperoleh

Hak/Ahli Waris menyetorkan ganti Kerugian Daerah ke

rekening Kas umum daerall berdasarkan surat penaglharr

sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 38 ayat (3).

',21 Penyetoran ganti Kerugian Daerah sebagairnana dirnaksud

pada ayat (1), dilakukan melalui:

a. bank;
b. lerebaga keuangan bukan bank atau kantor pos; atau

c. bendatrara penerimaan.



(3) Dalam hal penyetoran dilakukan melalui bendahara
penerimaan sebagairnana dimaksud pada ayat (2) huruf c,

bendahara penerirrraan rnenyetorkal ke rekening kas
umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.

BAB VII

PENATAUSAHAAN, AKUNTANSI DAN PELAPORAN

Pasal 46

Kepala SKPKD melakukan penatausahaan dan menyirnpan
bukti p enyele saian Kerugian Daerah.

PasaT 47
(1) Kepala SKPKD memberikan tanda terirna bukti pembayaran

terhadap setiap pembayaran yang dilakukan oleh Pihak
Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli
Waris ke rekening kas umum daerah.

(2) Kepala SKPKD rrenerbitkan surat keterangan lunas
kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang
Memperoleh Hak/Ahli Waris yang telah melakukan
penyetoran ganti Kerugian Daerah sesuai dengan jumlah
dan jangka waktu tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, atau
SKP2K.

(3) Surat keterangan lunss ssfoagairnana dirnaksud pada ayat
(2), paling sedikit memuat:

a. Identitas Pihak Yang Merugikan / Pengarnpu / Yang

Memperoleh Hak/ Ahli Waris;

b. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai

dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan
dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K;

c. pernyataan bahwa Pihak Yang Merugikan/
Pengarnpu / Yang Memperoleh Hak/AhU Waris telatr

melakukan pelunasan ganti Kerugian Daerah;

d. pernyataan pengembalian bulcti kepemilikan barang
jarninan, dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan
atas dasar pelunasan SKTJM; dart

e. pernyataan pengembalian harta kekayaan yang disita,
dalarn hal surat keterangan lunas diterbitkan atas

dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K.

25
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Pasal 48
Kepala SKPKD menyampaikan surat keterangan lunas
sebagairnana dirnaksud dalarn PasaT 47 ayat (2) kepada:

a. Badan Pemeriksa Keuangan;

b. Majelis;

c. Pihak Yang Merugikan / Pengarnpu /Yang Mernperoleh

Hak/Ahli Waris yang melakukan penyetoran ganti Kerugian

Daerah; dan
d. instansi yang berwenang melakukan sita atas harta.

kekayaan.

Pasal 49
(1) Dalam hal jumlah Kerugian Daeral. yang telah ditagih

dapat dibuktikan lebih besar daripada yang seharu snya,

Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh

Hak/Ahli Waris dapat meng4jukan permohonan
pengurangan tagihan.

(2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang
Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan penyetoran ke
kas daerah, pengurangan tagitran sebagairnana dirnaksud
pada ayat (1), menjadi dasar pengembalian kelebihan
pembayaran.

(3) Bendahara umum daerah melakukan pengembalian

kelebihan pembayaran sebagairnana dirnaksud pada ayat

t2l.
(a) Dafam hal pengembalian kelebihan pembayaran te4'adi

setelah tahun anggaran berkenaan, dibebankan pada

belanja tidak terduga.

(5) Permohonan pengurang€rn tagihan sebagainlana dirnaksud
pada ayat (1), paling sedikit melruat:

(a) Dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar
pelunasan SKTJM, disertai dengan pengembalian bukti
kepernilikan baran g jaminan.

(5) Dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar
pelunasan SKP2KS atau SKP2K, disertai dengan surat
permohonan Kepala Daerah kepada instansi yang
berwenang untuk pencabutan sita atas harta kekayaan.
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a. identitas Pihak Yang Merugikan / Pengarnpu /Yang
Memperoleh Hak/Ah1i Waris;

b. dokumen SKP2KS/SKP2K; darr
c. jurnlah Kerugian Daerah yang telatr dibayar sesuai

dengan jurnlah dan jangka waktu yang ditetapkan
dalam SKP2KS/SKP2K;

Pasal 5O

Akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka penyelesaian
Kerugian Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAII VIII

PELAPORAN PEI{YELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN

Pasal 51
(1) Kepala SKPKD melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah

kepada Kepala Daerah.
(21 Laporan sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) dilampiri

daftar Kerugian Daerah.
(3) Bupati melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah

sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) kepada Gubernur
dengan tembu san kepada Menteri paling lama bulan Maret
setelah tahun anggaran berakhir.

(4) Gubernur melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah
sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) kepada Menteri
rnelalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling
larna bulan Maret setelah tahun €rnggar€rn berakhir.

Pasal 52
Kepala Daerah rnelaporkan penyelesaian Kerugian Daerah
kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 6O (enarrr

puluh) hari sejak Tuntutan Ganti Kerugian dinyatakan selesai.

BAB IX
PENGHAPUSAN PIUTANG ATAS KERUGIAN DAERAH

Pasal 53
(1) Kepala Daeral. melakukan penghapusan piutang Kerugian

Daerah yang dikategorikan piutang macet sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan
pertimbangan dari instansi yang menangani uru san

utarrg/piutang negara.
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(21 Selain pertirnbangan dari instansi yang menangani urusan
utang/piutang negara, penghapusan piutang Kerugian

Daerah dilakukan setelah rnendapat persetujuan dari
Badan Pemeriksa Keuangan.

(3) Penghapu san piutang sebagairnana dirnaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

(1) Tuntutan Ganti Kerugia-n yang sedang berj alan sebelum

berlakunya Peraturan Bupati ini tetap dilanjutkan proses

penyelesaiannya.

(2) Kerugian Daerah yang terjadi sebelum berlakunya
Peraturam Bupati ini dan belum dilakukan Tuntutan Ganti
Kerugian, penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian

berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Ketentuan mengenai format:

a. SKTJM;

b. KP2KS;

c. keputusan pembebasan tanggungiawab kerugian daerah;

d. KP2K atas Proses KP2KS;

e. KP2K atas KTJM wanprestasi;
f. penagrhan atas kerugian daerah;
g. surat keterangan lunas;
h. permohonan pengur€Ergan tagihan atas kelebihan setoran;

dan

i. daftar kerugian daerah.

tercantum dalam Lampiran yang merupakan baglan tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



29

Pasal 56
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada bulan Jar;uari 2Cl21 .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
Pada tanggal 30 - t2 - 2O2O

BT'PATI KEDIRI
ttd

IIARYAIIITI SUTRISI{O
Diundangkan di Kediri
pada tanggal 30 - 12 - 2O2O
SEKRETARIS DAIRAH KABT'PATEI{ I(EDIRI

ttd
DEDE SUJAITA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2O2O NOMOR 62

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi Pemerintahan
dan

Kesejahteraan Rakyat
u.b.

Plt. Kepala

SUWON
ata Tingkat I

NrP. 19661125 198903 1010



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR :62 TAHUN 2020
TANGGAL :3O - 12 - 2O2O

A. FORMAT SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertandatangan dibawall ini :

Nama
NIP
Pangkat
Jabatan
Alamat

Menyatakan dengan sebenarnya dan tidak akan menarik kembali
pernyataan yang saya buat ini, bahwa saya bertanggung jawab atas
kerugian daerah sebesar Rp. 2l (...............dengan
huru ) yakni kerugian / kekurangan yang disebabkan

r)

Jumlah kerugian/kekurangan tersebut akan saya ganti dengan
menyetorkan jumlah tersebut Ke Kas Umum
Pemerintah................4) dala:n jangka waktu .......5)
(..............dengan hurr ) bulan sejak saya
menandatangani SKTJM ini, dengan ketentuan................6)
Sebagai j arninarr atas pernyataan ini, saya serahkan da-ftar barang-
barang beserta bukti kepemilikan dan surat kuasa rnenjual sebagai
berikut:

.3)

a. ....... . ... . .. . ....... .....7)
b.
c
Apabila dalam j angka waktu ) (.............dengan
huruf...........) setelah saya rnenandatangani pernyataan ini ternyata
saya tidak rnengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka
Pernerintah Daerah dapat rnenjual atau melelang barang jarninart
tersebut.

8).
materai cukup

(.......Nama ....)

Menyetujui,
Kepala Badan/ Dinas........9).

(narna)

Saksi-saksi : 1

2
10)

(NrP)
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Petunjuk Pengisian:

1) Diisi dengan identitas lengkap pegawai yang menandatangani SKTJM.

2) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang terj adi.

3) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga
mengakib atkan terjadinya kerugian daerah.

4) Diisi nama Pemerintatr daerah dirrrana pemilik rekening kas umum
daerah.

5) Diisi jangka waktr.r pengembalian kerugian daerah.

6) Diisi dengan tata.cara pengembaliarr pakai tunai atau angsuran,
apabila angsurzrn dijelaskan berapa kdi dan batas waktu
pembayaran.

7) Diisi dengan barang-barang yang dij adikan jaminan atas
pelunasan kerugiarr daerah.

8) Diisi dengan nama tempat dan tanggal SKTJM ditandatangani, serta
nama pihak yang merugikan.

9) Diisi dengan nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.

10) Diisi dengan narna, saksi disertai NIP, yaitu satu dari TPKD dan satu
pejabat diling!<ungan SKPD yang bersangkutan bekerja.

11) Diisi dengan Gubernur/Bupati/Wali Kota, Badan Pemeriksa
Keuangan, SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD

dirnana yang bersangl<utan ditempatkan, Majelis, Yang
Bersangkutan.
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B.FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN

SEMENTARA

KEPUTUSAN 1)

NOMOR 2)

pEM BEBANAN pENcJfifll$i"*ro^. sEM ENTARA
TERHADAP SAUDARA/I 3)

Menirnbang a
b
c. Dst.

Mengingat

. Dst.

MEMUTUSI(AN:

Menetapkan : KEPUTUSAN 1) TENTANG
KERUGIANPEMBEBANAN PENGGANTIAN

SEMENTARA KEPADA SAUDARA/ I

KESATU Membebani saudara/ i
Rp.

3) sebesar

4)(...........dengan huruf............) atas
kerugian daerah yang disebabkan........... 5)

KEDUA Mewajibkan Saudara/i .........................3)
sebagaimarra Diktum Kesatu untuk
rnengernbalikan sejumlah uang dirnaksud secara
tunai paling larna 90 (sembilan puluh) hari sejak
ditetapkan keputu san ini.

KETIGA Sebagai jarninan atas penggantian kerugian tersebut,
berikut daftar harta kekayaan rnilik
Saudara/i.......3):
a. .................6)
b

Memberi kesempatan kepada Saudara/i
sebagairnana diktum KESATU untuk rnengajukan
keberatan atau pernbelaan diri atas kerugian
negara dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari
keq'a terhitung setelah menerirna Keputu san ini.

1

2
3
4

KEEMPAT



4

KELIMA

KEENAM

Apabila sampai dengan batas waktu 14 (empat
belas) hari kerja tersebut Saudara/i sebagairnana
dikturn KESATU tidak mengajukan keberatan atau
pembelaan diri atas kerugian daerah, maka akan
segera diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan
Penggan tian Kerugian.

Keputusan
ditetapkan.

ini mulai berlaku pada tanggal

Ditetapkan di
Pada tanggal

7)

Bupati Kediri

( )

Salinan Keputusan ini disampaikan
kepada : 1. .........................9)

5. arsip

Petunjuk Pengisian:

Diisi dengan nama jabatan yang menandatangani keputusan.
Diisi dengan nomor keputusan.
Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan
NIP bagi Pegawai Negeri bukan bendahara, dan identitas lain bagi
pejabat lain.
Diisi dengan jumlah kerugian daerah.
Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga
rnengakib atkan terjadinya kerugian daerah.
Diisi dengan daftar barang milik pihak yang merugikan yang dapat
dij adikan jarninan pengernbalian kerugian daerah.
Diisi dengan perintah sita. jarninan atas daftar harga sefagairn2msg
dikhrm KETIGA kepada instansi yang berwenang dalam hal
dianggap perlu.
Diisi dengan tempat dan tanggal penandatangan surat keputusan.
Diisi dengan narna jabatan / rrarna SKPD yang menjalankan fungsi
SKPKD
Diisi dengan nama pemerintah / narna SKPD yang rnenjalankan
fungsi SKPKD.
Diisi dengan Gubernur/Bupati/Walikota, Badan Pemeriksa
Keuangan, SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD, SKPD yang
membidangi fungsi pengawasan, SKPD dirnana yang bersangkutan
diternpatkan, Majelis, Yang Bersangkutar.

2
3
4

1)

2)
3)

4)
s)

6)

7l

8
9

)

)

10)

11)

.nanna.
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C.FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBASAN TANGGUNGJAWAB KERUGIAN

DAERAH

KEPUTUSAN 1)

Nomor: ....,....2)
Tentang

PEMBEBASAN KERUGIAN DAERAH
TERHADAP SAUDARA/r...........3)

Menirnbang a
b

Mengingat

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KEEMPAT

1

5
6

c. Dst.

Dst.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN ...............1)
PEMBEBASAN KERUGIAN DAERAH
SAUDARA/r. .............3)

TENTANG
TERHADAP

Terdapat kekurangan uang, surat berharga
dan/atau barang milik daerah sebesar Rp ...
...4) (....dengan huruf....) yang menjadi tanggung
jawab Saudara/i........3) di lingkungan............ 5).

Saudara/I sebagaimana diktum KESATU tidak
terbukti melakukan perbuatan rrrelawan hukurn
baik sengaja maupun lalai sehingga tidak dapat
dirnintakan pertanggunglawaban atas kerugian
daerah yang terjadi.

Membebaskan sebagaimana diktum KESATU dari
kewqjiban untuk menggarti kerugian daerah
dengan nilai sebagairnana tercantum dalarn
Dilctum KESATU

61.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Bupati..............8)

(......nama........)

7l
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Salinan keputu san ini disampaikan
kepada:1

2
3
4
5 . Arsip

Petunjuk Pengisian:

1) Diisi dengan narna jabatan penandatangan keputusan.
2) Diisi dengan norror keputusan.
3) Diisi dengan nama pihak yang rrrerugikan, disertai jabatan, nornor

induk kepegawaian anggota.
4) Diisi dengan jumlah kerugian.
5) Diisi dengan nama SKPD dirnana pihak yang merugikan diternpatkan.
6) Diisi dengan hal lain yang dianggap perlu, seperti pihak yang

merugikan sudah melakukan kewajiban/pembayaran dan berapa
yang harus dikembalikan pemda kepada yang bersangkutan apabila
su dah melakukan pernbayaran.

7) Diisi dengan tempat dan tariggal penandatangan surat keputusan.
a) Diisi dengan narna jabatan.
9) Diisi dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Kantor Perwakilan

Kernenterian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang
negara didaerah, SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD, SKPD yang
membidangi fungsi pengawasan, SKPD dirnana yang bersangkutan
ditempatkan, Majelis, Yang Bersangkutan.
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1

2
3
4

D.FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN ATAS

KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA

KEPUTUSAN.................................. 1)

NOMOR 2)

TENTANG

PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN
TERHADAP SAUDARA/I 3)

Menirnbang a
b. Dst.

Mengingat

Dst.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN....................... 1) TENTANG PENETAPAN
PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN
TERHADAP SAUDARA/I

KESATU Membebani saudara/i
Rp.............. ..........41
huruf.............) atas

........3) sebesar
(..................dengan

kerugian daerah yang

KEDUA

KETIGA

disebabkan...........5)

Sebagai jaminan atas penggantian kerugian daerah,
berikut daftar harta kekayaan milik
Saudara/i.........3):
a. ........6)
b

Mewajibkan kepada Saudara/i sebagairnana
diktum KESATU untuk mengganti kerugian daerah
sebagairnana tercarrtum pada diktum KESATU ke
rekening Kas Umum Daerah.......7)
meIalui.....................8) paling lambat e)
(.........dengan huru
ini ditetapkan.

) hari sejak keputusan

KEEMPAT Apabila saudara/I sebagairnana dikturn KESATU,
tidak mengganti kerugian sejurnlah dan sarnpai
dengan bata.s waktu sebagairnana diktum KETIGA
maka hak penagihan akan diserahkan
kepada..........1O)



KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal

11)

Bupati.......... t2l

.........na'ma

Salinan Keputusan ini disampaikan
kepada: 13)

Petunjuk Pengisian:

1) Diisi dengan nama jabatan penandatangan keputusan.
2) Diisi dengan nomor keputusan.
3) Diisi dengan narna pihak yang merugikan, disertai jabatan, nomor

induk kepegawaian/ anggota.
4) Diisi dengan jumlah kerugian daerah.
5) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga

rnengakib atkan terjadinya kerugian daerah.
6) Diisi dengan daftar barang milik pihak yang merugikan yang dapat

diLjadikan jaminan pengembalian kerugian daerah.
7) Diisi dengan narna pemerintah daerah.
a) Diisi dengan tempat pembayaran (b ank / bendahara

penerirnaan/lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk).
9) Diisi dengan batas walrtu pembayaran.
10) Diisi dengan Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang

Menangani urusan piutang/utang Negara di daerah.
11) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatang€ul surat keputu san.
12) Diisi dengan nama pernerintal. daerah.
13) Diisi dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Kantor Perwakilan

Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang
negara didaerah, SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD, SKPD
yang rnembidangi fungsi pengawasurn, SKPD dirnana yang
bersangkutan ditempatkan, Maj elis, Yang Bersangkutan.

1

2
3

( )
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E.FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN

ATAS KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK WANPRESTASI

NOMOR 2l

TENTANG

PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN
TERHADAP SAUDARA/I s)

Menirnbang
b. Dst.

Mengingat

Dst.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN.....,................. 1) TENTANG PENETAPAN
PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN
TERHADAP SAUDARA/I J'

KESATU Membebani
sebesar

1

2
3

Rp....................4) (..............
truru

dengan
yang

KEDUA

KETIGA

KETIGA

) atas kerugian daerah
disebabkan...........5)

Sebagai jaminan atas penggantian kerugian
daerah, berikut daftar harta. kekayaan rnilik
Saudara/i seba gaimala diktum kesatu :

a. .................6)
b

Menyerahkan hak penagil-an kepada
7), paliDg lambat 3O (tiga puluh) hari

sej ak keputusan ini ditetapkan

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Bupati

8)

(.......narna......)

e)

a.
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Salinan Keputu san ini disampaikan
kepada:

. Arsip

Petunjuk Pengisian:

1) Diisi dengan na:rra jabatan penandatangan keputusan
2) Diisi dengan nomor keputusan.
3) Diisi dengan narrra pihak yang merugikan, disertai jabatan,

nomor induk kepegawaian / anggota,.
4l Diisi dengan jurnlah kerugian daerah (apabila pihak merugikan

telah melakukan sebagran pembayaran nilai dikurangi dengan
jumlah yang telah diterirna pemda).

5) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga
mengakib atkan terjadinya kerugian daerah.

6) Diisi dengan daftar barang milik pihak yang merugikan yang
dapat dijadikan jarninan pengembalian kerugian daerah.

7) Diisi dengannarna Kantor Perwakilan Kernenterian Keuangan
yang Menangani uru san piutang/utang negara di daerah.

8) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatangan surat keputusan.
9) Diisi dengan narna pemerintal. daerah.
1O) Diisi dengan narna Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan

yang Menangani urusan piutang/utang negara di daerah.
11) Diisi dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Kantor Perwakilan

Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/ utang
negara didaerah, SKPD yang rnenjalankan fungsi SKPKD, SKPD
yang membidangi fungsi perrgawasan, SKPD dirnana yang
bersangkutan ditempatkan, Majelis, Yang Bersangkutan

1

2
3
4
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F. FORMAT PENAGIHAN ATAS KERUGIAN DAERAH

a. Format penagihan berdasarkan SKTJM dan SKP2K

(KOP PEMERINTAH DAERAH)

Nomor
larnpiran
Perihal

| ..............2)
: ..............3)
: Surat Tagihan

1)

Kepada
Yth.............................4)

................s)

Bersama ini kami beritahukan bal.wa menurut catatan
kami, saudara memiliki kewajiban tuntutan ganti kerugian
daerah sebesar Rp...............6) (...dengan huruf...), yang
sudal. dibayarkan sebesar Rp..................7) (...dengan
huruf...), sehingga sisa kewajiban yang masih harus
saudara penuhi sebesar Rp.................8) (...dengan huruf...)
sesuai dengan SKTJM/ SKP2K No......9) yang salinannya karni
sertakan sebagai lampiran surat ini.

Untuk itu, karni meminta saudara untuk segera
melunasinya dengan melakukan pembayaran ke
Rekening Kas lJmum Daerah Pemerintah............10)
rrelalui 1 1) paling larnbat tanggal.......... 12) sebesar
Rp 13) (...dengan huruf...) sesuai dengan
SKTJM/SKP2K No......9)

Dernikian tagihan ini kami sampaikan atas perhatian kanai
ucapkan terirna kasih

14],
KEPALA BADAN/DINAS... 15)

nama...............)

Tembusan disampaikan
kepada:
1

2

3 Arsip

16)



t2

Petunjuk Pengisian:

1) Diisi dengan narna ternpat dan tanggal penerbitan surat.
2) Diisi dengan nomor surat.
3) Diisi dengan jumlah lampiran. fiika ada)
4l Diisi dengan nama pihak yang meru gikan /yangbertanggungiawab.
5) Diisi dengan alarnat lengkap pihak yang rnerugikan/yang

bertanggungjawab.
6) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang terjadi.
7) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang sudah dibayarkan.
8) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang masih harus

dibayarkan.
9) Diisi dengan nomor SKTJM/SKP2K.
10) Diisi dengan narna pemerintah daerah.
11)Diisi dengan pilihan metode/ ternpat pembayaran apakah ke

Bank, bendahara penerimaan atau lembaga keuangan bukan
bank yang ditunjuk (apabila ke bank lengkapi nomor
rekening).

12) Diisi dengan tanggal waktu pembayaran.
13) Diisi dengan jurnlah yang haru s dibayarkan berdasarkan

dokurnen.
14) Diisi dengan narna tempat dan tanggal Surat penagihan

ditandatangani.
15) piigi dengan nama SKPD dirnana yang menjalankan fungsi

SKPKD.
16) Diisi dengan Perwakilan Kementerian Keuangan yang

menangani uru san piutang/utang negara/daerah di daerah,
dan majelis (apabila berdasarkan SKP2K), SKpD yang
rnembidangi fungsi pengawasan, SKPD dirnana yang
bersangku tan ditempatkan.



13

b. Fonrrat penagihan berdasarkan Surat Keputusan

Pembebanan Penggantian Kerugian

(KOP PEMERINTAH DAERAH)

Nomor
Lampiran
Perihal

:.......,21 1)

3)
: Surat Tagiharr

Kepada
Yth................4)
di-

5

Bersama ini karni beritahukan bahwa menurut catatan karni,
saudara/i memiliki kewajiban tuntutan ganti kerugian daerah
sebesar Rp...............6) (...dengan huruf...) sesuai dengan
dokumen SKP2KS No......7) yang salinannya karni sertakan
sebagai larnpiran surat ini.

Untuk itu, kami meminta saudara untuk melakukan
pembayaran ke Rekening Kas Urrrum Pemerintah............8)
melalui .........9) sebesar Rp............. 1O) (...dengan huruf...)
sesuai dengan SKP2KS No......7) paling lambat 90 (Sembilan
puluh) hari sejak SKP2KS ditetapkan

Dernikian tagihan ini kami sarnpaikan atas perhatian karni
ucapkan terirrra kasill

11)
KEPALA BADAN/DINAS... 12}

(..............narna )

Tembusan disampaikan
kepada:
1

2
3

13)
Arsip



t4

Petunjuk Pengisian:

1) Diisi dengan narna tempat dan tanggal penerbitan surat.

2) Diisi dengan nomor surat.

3) Diisi dengan jumlah lampiran. fiika ada)

4) Diisi dengan nama pihak yang merugik at / yang bertanggungiawab.

5) Diisi dengan alamat lengkap pihak yang
merugikan /yang bertanggungiawab.

6) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang te4adt.

7) Diisi dengan nomor SKP2KS.

8) Diisi dengan nama pemerintah daerah.

9) Diisi dengan piJihan rnetode / ternpat pembayaran (nama bank,
bendahara penerimaan atau lembaga keuangan bukan bank
yang ditunjuk).

10) Diisi dengan jumlah yang harus dibayarkan.

11)Diisi dengan nama ternpat dan tanggal Surat Penagitran

ditandatangani.

12) Diisi dengan nama SKPD dirnana yang menjalankan fungsi SKPKD.

13) Diisi dengan nama SKPD yang mernbidangi fungsi Pengawasan,

SKPD dirnana yang bersangkutan ditempatkan, m4jelis.
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G. FORMAT SURAT KETERANGAN LUNAS

(KOP PEMERINTAH DAERAH)

SURAT KETERANGAN LUNAS
No 1)

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala
Badanr/Dinas....... 2) dengan ini rrrenyatakan bahwa tuntutan
ganti kerugian daerah terhadap;

Nama
NIP
Pangkat
Jabatan
Alamat

..................3)

Sebagairnana tercanturn dalam SKTJM/SKPK2KS/SKP2K
No......4) dinyatakan telah dibayar lunas sejumlah Rp......s) dari
kewajiban berdasarkan SKTJM / SKPK2KS / SKP2K No.. . . 4 ) sebesar
Rp.......6) .

Selanjutnya, bersarna ini juga karni kernbalikan dokumen
kepernilikan / aset yang telah dijadikan dijaminkan telah
dilakukan sita j aminan sebagairnana tercanturn
SKTJM / SKPK2 KS / SKP2 K No. . .. 4) dengan rincian sebagai berikut :

No Uraian No. Bukti Lokasi Keterangan

Dernikian Surat Keterangan furi karni buat dengan benar
untuk dip ergunakan sebagairarana mestinya.

7l
Kepala Badan/Dinas 8)

nalna

Salinan Surat ini disampaikan
kepada:

Yang bersangku tan
Arsip

1

2

4

e)

( )
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Petunjuk Pengisian:

1) Diisi dengan nomor surat.

2) Diisi dengan nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.

3) Diisi dengan identitas pihak yang merugikan.

4) Diisi dengan nomor SKTJM/SKP2KS/SKP2K.

5) Diisi dengan jurnlah uang yang telah dibayarkan.

6) Diisi dengan jumlah kerugian daera-h.

7) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatangan surat keputusan.

8) Diisi dengan nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.

9) Diisi dengan Gubernur/Bupati/Walikota, Badan Pemeriksa
Keuangan, kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang
Menangani urusan piutang/utang negara didaerah, SKPD
yang rnembidangi fungsi Pengawasan, SKPD dirnana yang
bersang]<utan ditempatkan, yang bersangkutan.
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H.FORMAT PERMOHONAN PENGURANGAN TAGIHAN ATAS KELEBIHAN
SETORAN

Kepada
Yth. Bupati........1)

Di ternpat

Dengan Hormat

Saya bertandatangan dibawah ini :

Nama
NIP
Pangkat
Jabatan
Alamat

Sehubungan ditemukan bukti baru sebagairnana terlampir yang
menyatakan bahwa nilai kerugian daerah yang ditagihkan kepada saya
sebagairnana tercantum dalam SKP2KS/SKP2K No.......3) lebih besar
dari yang seharusnya, maka saya rnernohon untuk diberikan
pengurangan tagihan kerugian daerah dengan nilai perhitungan
seb agairn ana terlarnpir.

Bersama ini saya lampirkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan:

Besar harapan saya agar perrnohonan saya dapat dikabulkan. Atas
perhatiannya saya ucapkan terirna kasih.

(....Nama .......)

1) Diisi dengan narna pemerintah daerah.
2) Diisi dengan identitas pihak yang merugikan.
3) Diisi dengan nomor dokumen SKP2KS/ SKP2K.
4) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatangan surat permohonan.

2)

4l

1. SKP2KS/SKP2K.
2. Bukti Penguramgan Tagil.an.
3. Perhitungan Pengurangan Tagihan.

Petunjuk Pengisian:
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I. FORMAT DAFTAR KERUGIAN DAERAH

DAFTAR KERUGIAN DAERAH

Pemerintah Kabupaten.. ...........11)
Tahun t2)

13)

Kepala Badan/Dinas... 14)

Petunjuk Pengisian:

1. Diisi dengan nornor urut.
2- Diisi dengan nama orang dan jabatan yang mengakibatkan kerugian

daerah.
3
4
5\-/ 6
7
a
9

10

11
t2
13
l4

. Diisi dengan narna tempat/ instansi kejadian perkara.

. Diisi No. /Tgl. SKTJM/ SKP2KS/ SKP2K'

. Diisi uraian kasus/tahun kej adian.

. Diisi dengan jumiah kerugian daerah.

. Diisi dengan jumlah pembayaran yang telah diterirna.

. Diisi dengan jumfah kolom dikurangi angkaT).

. Diisi dengan nomor bukti kepemilikan, jenis dan jumlah barang jaminan.

. Diisi dengan pelaksanaan SKTJM, Mis: Lunas, tunai, atau melalui
penjualan barang.

. Diisi dengan narna pemerintah daeral. .

. Diisi dengan untuk periode tahun pelaporan keuangan / tahun anggararr.

. Diisi dengan nama tempat dan tanggal.

. Diisi dengan narna SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD '

Salinan sesuai dengan aslinYa
a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi Pemerintahan
dan

Kesej ahteraan Rakyat
u.b.

Plt. Kepala

SUWONO
Penata Tingkat I

BUPATI KEDIRI,

ttd

No. Nama/
Jabatan

Unit
Kerj
a

No.
SKTJM
/sKP

2
KS/S
KY2K

Uraia
n
Kasus

Tahun
Kejadia
n

Jumlah
Kerugia

n
DaeraI.

(Rp)

Jumlah
Pembay

a
ran/An
g sur€m

s/d
Bulan

(Rp)

Sisa
Keru
g ian

Jenis
dan

Jumlatr
Barang

Jaminan

Ket

1) 2l 3) 4l s) 6) 7l B) 10)

Huku

NrP. 1966112s 198903 l0ro

HARYANTI SUTRISNO

e)

NAITIA.( )


